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TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal
27 September 2012, Saudara Gubernur telah
menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Penyelenggaraan Kearsipan,; o

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf
a diatas, telah dibahas sesuai dengan tahapan
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Tata Tertib;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat terhadap Rarncangan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan
Kearsipan Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan
Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan
Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646 );



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008°
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3151);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang .
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang aNomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang;undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara lRepublik

Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubaﬁ
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 -‘Tahun 2009
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 40);




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1.

Laporan Panitia Pembahasan Ranperda
Penyelenggaraan Kearsipan dari Komisi IV Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
yang disampaikan pada Rapat Paripurna, tanggal
21 Desember 2012. '

Pendapat akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan
pada Rapat Paripurna, tanggal 21 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Kearsipan
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
sebelum ditetapkan menjadi- Peraturan Daerah
terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang
dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang
ditanda tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD:
Nota Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua diatas, merupakan lampiran
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal :21 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua
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-
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Ir. H TEKHNIL, MM




